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Banda Aceh, _8 Juni 2020
16 Syawal 1441

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Kepala SKPA

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 263/8064

TENTANG

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

1. Dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak
secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
baik di Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap tahun genap berdasarkan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3, Indikator pemantauan dan evaluasi dimaksud untuk mengetahui keberhasilan kinerja
suatu program/kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait
pelaksanaan pembangunan PPPA, serta dasar pemberian penghargaan/Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan dalam 4 (empat) kategori (Tingkat
Pratama/Pemula, Tingkat Utama/Pengembang, Tingkat Madya/Peletakan Dasar dan
Keberlanjutan dan Tingkat Mentor/Pembina) terhadap upaya dan hasil yang telah
dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan yang kaitannya dengan pencapaian
kesejahteraan gender, PPPA yang dinilai dengan 7 (tujuh) komponen kunci prasyarat
Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber
daya manusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan partisipasi masyarakat.

4. Kegunaan Indeks PUG dari hasil evaluasi dan pemantauan dimaksud adalah :

a. memetakan kondisi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang
keberhasilan dalam Pelaksanaan Pembangunan yang adil untuk perempuan dan laki-

laki;
b. bahan .../2
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bahan advokasi kepada Pimpinan Daerah agar terpacu untuk melaksanakan PUG
dalam program kegiatan pembangunan; dan

menentukan fokus perhatian dalam pendampingan atau fasilitasi serta bahan

masukan penyusunan program kegiatan Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut kami menghimbau kepada seluruh Bupati/Walikota se
Aceh dan Para Kepala SKPA berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan PPPA dalam
rangka meningkatkan Indeks PUG yang menggambarkan secara statistik kemajuan
pelaksanaan PUG pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
melakukan langkah-langkah berikut

a. Segera mengisi formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA

aplikasi APE Tahun 2020 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dengan batas penginputan adalah akhir Agustus 2020;

b. Membentuk Tim Terpadu untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan PPPA yang terdiri dari lintas sektor terkait, dimotori oleh Bappeda
dan SKPA/SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PPPA; dan

c. Melakukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan kemajuan di bidang PPPA
termasuk regulasi/peraturan pendukungnya, hal tersebut perlu segera dilaksanakan

mengingat belum ada satupun Kabupaten/Kota di Aceh yang telah memperoleh
Penghargaan APE.

6. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,
terima kasih.
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Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kepala Bappeda Aceh;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
Inspektur Aceh;

Kepala Biro Hukum Setda Aceh.
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